BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016 '

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

Mengingat ¢+ 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2730};

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400};

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
- Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara
Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 5155);

11.Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat {Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);



1S.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana

_ Operasional; _ , _

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan

~ Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11);

22.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
' Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);

23.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat
Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2007 Nomor 13 ); '

24.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007Nomor 14);

25.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan
'~ Pemerintahan  Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);

26.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007
Nomor 26);

27.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 4 Tahun
2012); -

28.Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
5Tahun 2012 );

29, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29);



30.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8);

31.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2009 Nomor 9);

32.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 35);

33.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahim 2010 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 9);

35.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010
Nomor 10);

- 36.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010
Nomor 11);

37.Peraturan Daerah. Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak

Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomeor 12);

38.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);

.39.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14);

40.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air
Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010
Nomor 15);

41.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang
Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2010 Nomor 16); -

42.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea
- Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17);

43.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahum 2010 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2010 Nomor 18);

. 44, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahum 2010 Nomor 19);

45.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2010 Nomor 20);



46.Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2010 Nomor 21);

47.Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 22);

48.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2005 ~ 2025 {(Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 5);

49, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahim 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 10;

50.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2011 Nomor 18);

- 51.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19);

52,.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi
Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011
Nomor 20); _

- 53.Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2011 Nomor 21);

54.Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi
Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011

~ Nomor 22);

'55.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2011 Nomor 23);

' 56.Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan = Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah

~ Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24);

57.Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2011 Nomor 25);

58.Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2011 Nomor 26);

'59.Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2011 Nomor 27);

60. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2011 Nomor 28);



61.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2015 Nomor 4);

62.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
“Tahun 2016 Nomor 3); i

Daerah Nomor 2
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 2);

63.Peraturan

Tahun 2017 tentang

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN " BUPATI TENTANG PENJABARAN
: PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
¢. Lain -lain Pendapatan Yang
Sah _
Jumnlah Pendapatan

' 2, Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah :

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Basil

7) Belanja Bantuan

Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak
Langsung

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

Pasal 1 |

Rp. 150.466.067.820,59
Rp. 1.087.172.953.668,00
Rp. 289.892.189.482,00
Rp. 696.547.418.733,00
Rp. -
Rp. -
Rp. 24.282.642.656,00
Rp. 6.599.373.506,00
Rp. 4.576.300.137,00
Rp. 266.846.408.881,00
Rp. 864.903.500,00
Rp. 52.206.025.090,20
Rp. 213.629.250.899,39
Rp. 379.166.997.216,56

Rp. 1.527.531.210.970,59

Rp. 999.717.047.413,0

Rp. 645.002.273.206,15

Rp. 1.644.719.320.619,15
(Rp. 117.188.109.648,56)



3. Pembiayaan _
a. Penerimaan Rp. 146.444.591.270,54

b. Pengeluaran Rp. 950.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 145.494.591.270,54

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 28.306.481.621,98
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lamplran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pacitan ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati Pacitan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 8 -2017

BUPATI PACITAN

1

INDARTATO
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 42



